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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tent ang Satuan
Polisi Pamong Praja serta dalam rangka penyempurnaan
terhadap standar operasional prosedur p enyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode
Etik Polisi Pamong Praja;

1. Pasal 17 ay at (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang -Undang N omor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomo r 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 4 Tahun 20 21 tentan g
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Struktur ~ Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
202 2 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJ A.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
peny elenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya,

yang selanjutnya disebut Perda adalah pera tu ran
perundang -undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Ra kyat Daerah dengan persetujuan bersama
kepala daerah.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan
bupati/wali kota.

Satuan Polisi Pamo ng Praja yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah perangk at daerah yang dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya dise  but Pol PP
adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerin  tah
Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan
diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai
dengan peraturan perundang -undangan dalam
penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
keterti ban umum dan ketenteram an serta pelindungan
masyarakat.

Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang
selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk
tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan
Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat

Kode Etik Polisi Pamong Praja ya ng selanjutnya disebut
Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilai dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berd asarkan
Panca Wira Satya Pol PP.

Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI
adalah Pol PP yang diberikan tugas dan tanggungjawa b
untuk membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan
internal dan penegakan Kode Etik Pol PP.
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9. Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja yang selanjutnya
disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang
dibentuk untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Pol
PP.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam  negeri.

BAB Il
SOP SATPOL PP

Pasal 2
Satpol PP dalam melaksanakan tugas , fungsi, dan wewenang
dilakukan secara humanis, per suasif, tegas, serta mengacu
kepada SOP Satpol PP.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada
dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP vyang
meliputi:
a. SOP penegakan P erda; dan
b. SOP penegakan Perkada .

(2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan kete nt eraman
masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP
yang meliputi

a. SOP deteksi dan cegah dini;

b. SOP pembinaan dan penyuluhan;

c. SOP patroli;

d. SOP pengamanan;

e. SOP pengawalan;

f. SOP penertiban; dan

g. SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
(3) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota  diatur  dengan Perkada yang
berpedoman pada P eraturan Menteri ini.

(2) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
memuat standar operasional pr  osedur pendukung sesuai
dengan kebutuhan dan Kkarakteristik masing -masing
daerah.

BAB Il

KODE ETIK POL PP

Pasal 5
(1) Pol PP wajib menjunjung tinggi Kod e Etik Pol PP.
(2) Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai
tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP.
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Pasal 6

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a. sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, berorganisasi , serta bermasyarakat ;

b. memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol
PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;

c. mewuju dkan Pol PP yang profesional dan Dberintegritas
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang ; dan

d. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif
dalam rangka meningkatkan profesionalitas , kualitas ,
dan kinerja Pol PP.

Pasal 7
Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol
PP.

Pasal 8
Panca Wira Satya Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pa sal
7, yaitu:
a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  ;

b. setia kepada Pemerintahan yang sah;

c. perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan
kesatuan bangsa ;

d. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran , dan nilai -nilai
budaya; dan
e. patuh dan taat dalam melaksanakan, serta menegakkan

peraturan perundang -undangan .

Pasal 9
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meliputi :
a. etika kepribadian;
b. etika berorganisasi;
c. etika bermasyarakat; dan
d. etika berbang sa dan bernegara.

Pasal 10

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a meliputi :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b.  menjunjung tinggi hak  asasi manusia  dan
nondiskriminasi;

c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golo ngan;

d. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;

e. bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani , dan
tanggung jawab;

f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

g. menjaga keutuhan dan keharmonisan k eluarga;

h.  berpakaian rapi dan sopan;

I. tidak mengkonsumsi, menged arkan, dan/atau
menyalahgunakan narkotika, psikotropika , dan zat

adiktif lainnya;
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tidak menganut dan menyebarkan agama dan
kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;

tidak mempengaruhi/memaksa o rang lain  untuk
mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaa nnya;
tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng
citra dan martabat Satpol PP;

tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/ atau
non virtual yang dilarang peraturan perundang -
undangan ;

tidak membuat dan/atau me nyebarluaskan konten
pornografi dan berita bohong/hoaks;

menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri
maupun orang lain; dan

tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara
berlebihan.

Pasal 11

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b meliputi:

a.

bekerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang -perundangan ;

menjunjung tinggi kehormatan institusi atau organisasi

di atas kepentingan pribadi atau golongan;

menjaga rahasia jabatan dan rahasia n egara, serta tidak
memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak
benar;

menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam
berorganisasi ;

mampu bekerja sama antar Pol P P, perangkat daerah,
dan instansi terkait untuk menegakkan Perda dan
Perkada, men yelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat;

menyampaikan  keluhan  atau pengaduan  yang
berhubungan dengan pekerjaan secara hie rarki;
menciptakan dan memelihara suasana Kkerja yang
kondusif;

bekerja tidak mel ampaui kewenangan dan sesuai dengan
ketentuan  peraturan perundang -undangan  serta
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

menjunjung tinggi motto praja wibawa;

tidak melakuka n serta tidak menyuruh melakukan atau
turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepo tisme,
dan/atau gratifikasi;

menyebarluaskan informasi yang benar tentang Satpol
PP dan institusi terkait;

melaksanakan perintah kedinasan yang merupakan
tugas, fungsi, dan ta nggung jawab serta wewenangnya;
tidak menyalahgunakan kewenangan dalam
melaksanak an tugas kedinasan serta tidak melakukan
pungutan liar saat melakukan operasi;

melaksanakan tugas berdasarkan perintah kedinasan
dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan; dan
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0.

tidak menjadi anggota atau pengurus parta i politik.

Pasal 12

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf ¢ meliputi

a.

b.

menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa tenteram

bagi masyarakat;

menjunjung tinggi norma agama, norma sosial dan adat
istiadat yang hidup dan berkembang di masyar akat;
menghormati dan menjaga kerukunan masyarakat;
memberikan pelayanan sesuai dengan s  tandar pelayanan
yang telah ditetapkan;

melaksanakan tugas dengan  berorientasi pada
diterimanya layanan oleh masyarakat , dengan tetap
mengedepankan sikap  hum anis, per suasif, tegas, dan
tidak menggunakan kekerasan ;

tidak mencari kesalahan masyarakat saat melakukan
operasi;

tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan
pelindungan, pengayoman, dan pelayanan; dan

tidak merugikan orang lain baik materiil dan imat eriil
dengan cara melakukan penipuan melalui media sosial

Pasal 13

Etika berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf d meliputi:

a.

b.

turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia;

mengutamakan kepentingan bangsa da  n negara di atas
kepentingan pribadi atau kelompok dan/atau golon gan;
menghormati dan  menjunjung  tinggi  toleransi
keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai
budaya di Indonesia;

menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan
wawasan kebangsaan yan g berpedoman kepa da
Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945;

tidak terlibat dalam gerakan atau organisasi yang
bertujuan untuk mengganggu, menentang, atau
mengubah Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan

tidak terlibat da lam gerakan atau organisasi yang
bertujuan untuk menentang p emerintahan yang sah.

BAB IV
PTI DAN MKE POL PP

Pasal 14

Dalam menegakkan Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP
dibantu oleh PTI dan MKE Pol PP.
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Bagian Kesatu
PTI

Paragraf 1
Pembentukan da n Keanggotaan

Pasal 15
Dalam pelaksanaan pemb inaan, pen gawasan internal
dan penegakan Kode E tik Pol PP, k epala Satpol PP
dibantu oleh PTI.
PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Pejabat Pengawas/JFT Pol PP Ahli Muda/PPNS pangkat
tertinggi se laku komandan dan JFU/JFT pangkat
tertinggi di bawah komandan selaku wakil kom andan.
Anggota PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan JFU/JFT paling banyak 10% (sepuluh
persen) dari jumlah Pol PP.
PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sediki t
mempunyai syarat :
a. PNS pada Satpol PP ;
b. disipl in;
c. beretika; dan
d. sehat jasmani dan rohani

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

PTI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 4 bertugas :

a. membantu k epala Satpol PP dalam pengawasan,
pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;

b. melakukan proses pemeriksaan pendahuluan atas
dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara
pemeriksaan;

c. membuat dan menyampaikan laporan pemeriksaan
pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP kepada k epala Satpol PP;

d. melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap
pengawasan, pembinaan dan penegakan Kode Etik

Pol PP; dan

e. tugas lain yang diperintahkan oleh kepala Satpol PP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PTI berwenang melakukan pembinaan,
pengawasan, pemeriksaa n serta meng hadirkan pelanggar
Kode Etik Pol PP.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya PTI
tidak diperbolehkan melakukan penangkapan dan
penahanan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai PTI ditetapkan ole h
kepala Satpol PP.
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Bagian Ke dua
MKE

Paragraf 1
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 17

(1) Gubernur dan Dbupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya membentuk MKE Pol PP provinsi dan
MKE Pol PP kabupaten/kota.

(2) Pembentukan MKE Pol PP provinsi dan MKE Pol PP
kabupaten/kota dapat didelegasikan kepada kepala
Satpol PP prov insi dan kepala Satpol PP k abupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dilakukan oleh pejabat tinggi pratama dan/atau terdapat
konflik kepentingan , pembentukan MKE P ol PP tidak
dapat didelegasikan.

(4) Format pemben tukan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 18
Keanggotaan MKE Pol PP berjumlah ganj il dengan paling
sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang dan pa ling banyak t erdiri
atas 5 (lima) orang dengan susunan:
a. sekretaris Satpol PP sebagai ketua merangkap anggota;
b. kepala sub bagian yang membidangi kepegawaian pada
Satpol PP sebagai sekretaris merangk ap anggota; dan
c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang sebagai kepala bidan g
pada Satpol PP sebagai anggota.

Pasal 19
Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan
oleh pejabat tinggi pratama, keanggotaan MKE Pol PP
berjumlah ganjil dengan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga)
orang dan paling banyak terdiri atas 5 (lima) oran g dengan
susunan:
a. sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur asisten pada

sekretariat daerah yang mengoordinasikan perangkat
daerah yang membidangi kepegawaian sebagai sekretaris
merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur
perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan
pengawasan sebagai anggota .

Pasal 20
Jabatan ketua MKE Pol PP tidak bole h lebih rendah dari

jabatan Pol PP yang diperiksa.
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Pasal 21

Anggota MKE Pol PP memiliki kriteri  a:

a. tidak menjadi Pol PP vyang diduga melakukan

pelangga ran Kode Etik Pol PP;

b. tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik
Pol PP, hukuman disiplin, at  au sanksi pidana; dan

c. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pol PP yang
diduga melakukan pelan ggaran Kode Etik Pol PP.

Paragraf Kedua
Tugas

Pasal 22

MKE Pol PP bertugas:

a. melakukan sidang pelanggaran Kode Etik Pol PP;

b. memanggil dan memeriksa Pol PP yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

c. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain
yang dipandang perlu;

d. mendengarkan pembelaan diri dari Pol PP yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

e. menetapkan keputusan setelah memeriks a Pol PP yang
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

f. memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit k erja
jilka menemukan i ndikasi pelanggaran Kode Etik Pol PP;
dan

g. menyusun laporan hasil penanganan dugaan

pelanggaran Kode Etik Pol PP.

BAB V
PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

Pasal 23

(1) Dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP diperoleh dari
lapor an pengaduan secara lisan maupun tertulis, baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh ASN di
lingkung an pemerintah daerah, pihak lain , dan atau
masyarakat yang Dberasal dari berbagai  sarana
pengaduan pemerintahan daerah yang selanjutnya
diteruskan kepada Satpol PP.

(2) Penerimaan laporan pengaduan dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unit layanan pengadu an yang ada di
Satpol PP untuk dapat diproses lebih lanjut.

(3) Dalam hal unit layanan pengaduan  yang ada di Satpol PP
belum terbentuk, penerimaan laporan pengaduan
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilaksanakan oleh
sekretariat yang ada di Satpol PP.

(4) Lapora n pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. jenis dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP;

b. identitas pihak yang melaporkan  dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP;

c. nama dan jabatan Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP ;
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d. bukti/dokumen pendukung dan/atau saksi yang
mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Kode
Etik Pol PP; dan

e. waktudan tempat kejadian.

Pasal 24
Setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP ditindaklanjuti oleh  kepala S atpol PP.
Dalam me nindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , kepala Satpol PP menugaskan
PTI untuk melakukan pemeriksaan  pendahuluan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP
Penugasan kepada PTI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan s urat penugasan yang
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
pengaduan diterima oleh  unit layana n pengaduan Satpol
PP.

Pasal 25
Setelah menerima penugasan seb agaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3), PTI melakukan pemeriksaan
pendahuluan terhad ap dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP.
Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan  pendahuluan  dan disampaikan kepada
kepala Satpol PP paling lam bat 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimany a surat penugasan.
Format berita acara  pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupak an bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 26
Dalam hal pada ber ita acara pemeriksa an pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak
ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP , kepala
Satpol PP menyampaikan kepada pihak yang melaporkan
duga an pelanggaran Kode Etik Pol PP secara tertulis.
Dalam hal pada berita acara pemeriks aan pendahulu an
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP,
dilakukan pembentukan MKE Pol PP.
MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja

Pasal 27
Dalam hal dugaan pelanggar an Kode Etik Pol PP
dilakukan oleh pejabat tinggi pratama, gubernur dan
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi
kepegawaian provinsi dan kabupaten/kota untuk

melakukan pemer iksaan pendahuluan.
Penugasan kepada kepala perangkat daerah yang
membidangi kepegawaian provinsi dan/atau
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kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
dilakukan berdasarka n surat penugasan yang ditetapkan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sej ak diterimanya
laporan dugaan pelan ggaran Kode Etik Pol PP.

Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol

PP berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ay at (1), dibentuk MKE Pol
PP.

Dalam hal tidak ditemukan dugaan pelanggaran Kode

Etik Pol PP berdasarkan ha sil pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat
daerah yang membidangi kepegawaian melaporkan
kepada gubernur dan bupa ti/wali kota serta
menyampaik an kepada pihak yang melaporkan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP.

MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3)
dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
penerimaan laporan pengaduan.

Pasal 28
MKE Pol PP memeriksa dan memutu s dugaan
pelanggaran Kode Eti k Pol PP pada persidangan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibentuk.
Dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
MKE Pol PP menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pemeriksaan MKE Pol PP  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat rahasia , tertutup dan dipimpin oleh
ketua MKE Pol PP.
Sekretaris MKE Pol PP mencatat dan mengarsipkan hasil
jalannya persidangan MKE Pol PP.

Pasal 29
Dalam persidangan MKE Pol PP melakukan pemeri ksaan
terhadap:
a. saksi;

b. Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatan
pelanggaran Kode Etik P ol PP; dan/atau

c. dokumen atau alat bukti lainnya

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan pihak yang mengetahui, mendengar, melihat,

dan/atau melapor kan dugaan perbuatan pelanggaran

Kode Etik Pol PP.

Pasal 30
Pol PP vyang dilaporkan melak ukan perbuatan
pelanggaran Kode Etik Pol PP berhak mengajukan
pembelaan diri dan saksi yang meringankan.
MKE Pol PP mempertimbangkan untuk menerima atau
menolak saksi yang me ringankan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 31
Dalam melakukan pe rsidanga n sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, MKE Pol PP melakukan pemanggilan
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secara tertulis kepada Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelum pe rsidangan .

(2) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggara n
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan
persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pemanggilan kedua secara tertulis dalam

waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal yang
bersangkutan  seharusny a diperiksa pada pemanggilan
pertama.

(3) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua :
MKE Pol PP melakukan persidangan dengan memeriksa
pengaduan, temuan atau la  poran berdasarkan alat bukti
dan keterang an yang ada.

(4) Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua :
MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP tanpa kehadiran Pol PP
yang did uga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP.

(5) Format surat pemanggilan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 32
Format t ata cara persidangan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 33

(1) Keputusan M KE Pol PP ditetapkan secara musyawarah
mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat s ebagaimana dimaksud
pada ayat (1 ) tidak tercapai, keputusan ditetapkan
dengan suara terbanyak .

(3) Keputusan MKE Pol PP bersifat final dan mengikat

(4) MKE Pol PP harus membuat keputusan paling lambat 7
(tujuh) hari kerj a sejak dimulai pe rsidangan .

(5) Keputusan MKE Pol PP paling sedikit memuat
pernya taan:

a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik P ol PP terbukti melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP dengan mencantumkan Kketentuan
mengenai jenis Kode Etik Pol PP yang dilanggar dan
bentuk sanksi yang dijatuhkan; atau

b. Pol PP yang diduga melakuka n pelanggara n Kode
Etik Pol PP tidak terbukti melakukan pe langgaran
Kode Etik Pol PP dan pemulihan nama baik Pol PP

(6) Keputusan MKE Pol PP dibacakan di persidangan yang
dihadiri oleh  Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP .
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Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Po | PP tidak hadir, keputusan MKE Pol PP
tetap dibacakan dalam persidangan.

Format keputusan MKE Pol PP sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 34

MKE Pol PP menyampai kan salinan keputusan hasil
persidangan kepada:

a. Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP; dan
b. gubernur dan bupati/wali kota melalui kepala

Satpol PP provinsi dan kepala Satpol PP

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya

sebagai dasar penetapan sanksi kepada Pol PP.
Penyampaian  salinan  keputusan hasil persidangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 1 (satu) hari kerja  sejak pembacaan keputusan
Salinan keputu san sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilegalisas i oleh sekretaris MKE Pol PP.

Pasal 35

Gubernur dan bupati/wali kota menetapkan sanksi
kepada Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan MKE Pol PP
diterima.
Penetapan sanksi sebagaimana ayat (1) dapat
didel egasikan oleh gubernur kepada kepala Satpol PP
provinsi dan oleh bupati/wali kota kepada kepala Satpol
PP kabupaten/kota.
Dalam hal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijatuhkan terhadap pej abat ti nggi
pratama, penetapan sanksi tidak dapat didelegasikan.
Keputusan penetapan sanksi  sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) disampaikan kepada
a. Pol PP yang bersangkutan ;dan
b. pejabat pembina kepegawaian di daerah yang

bersangkutan.
Format keputusan  penetapan sa nksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini .

Pasal 36
Pol PP yang tidak terbukti melakukan pelanggaran K ode
Etik Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP
dipulihkan nama baikny  a.
Pemulihan nama baik  sebagaiman a dimaksud pada ayat
(1) diumumkan secara terbuka pada saat upacara
bendera atau forum resmi Satpol PP dan papan
pengumuman.
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Pasal 37

(1) Kepala Satpol PP dapat menginformasikan  hasil
keputusan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada pi hak
yang melaporkan dugaan  pelanggaran Kode Etik Pol PP.

(2) Dalam hal pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan
pejabat tinggi pratama, gubernur dan bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangann ya menugaskan Kkepala
perangkat daerah yang membidangi kepegawaian
provi nsi dan kabupaten/kota unt uk menginformasikan
kepada pihak yang melaporkan kode etik Pol PP.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK POL PP
Pasal 38

Pol PP yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dikenakan sanksi moral  dan/atau tindakan pembinaan.

Pasal 39
(1) Sanksi moral sebag aimana dim aksud dalam Pasal 38
berupa:
a. pernyataan permohonan maaf secara lisan;
dan/atau

b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis.
(2) Pernyataan permohonan maaf sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat di bacakan/diumumkan secara
tertutup atau terbuka.

(3) Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/
diumumkan secara tertutup hanya diketahui oleh Pol PP

yang bersangkutan, anggota MKE Pol PP, pejabat yang
berwenang dan pejabat pembina kepegawaian.
(4) Pernyataan permohonan maaf yang dibacakan/
diumumkan secaraterbuk a dapat disampaikan melalui:
a. upacara bendera;
b. forum resmi Satpol PP;
C. papan pengumuman;
d. media massa; dan/atau
e. forum lainnya.

Pasal 40
Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
meliputi :
a. membersihkan lingkungan kantor selama 3 (tiga) hari
kerja berturut -turut ;
b. melaksanakan piket selama 3 (tiga) hari kerja berturut -

turut; dan/atau
c. pembinaan jasmani dan rohani .

Pasal 41

(1) Pelaksanaan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40
dilakukan oleh Pol PP  paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah keputusan  penetapan sanksi dan dituangkan
dalam berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP.

(2) Format berita acara pelaksanaan sanksi  Kode Etik Pol PP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
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Lampiran yang merup akan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 42
Selain diberikan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Pol PP yang
melakukan  pelanggaran Kode Etik Pol PP dapat
direkomendasikan oleh MKE Pol P P untuk dilaku kan
pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB VI
PEMBINAA N DAN PENGAWASAN

Pasal 43
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SOP Satpol PP dan
Kode Etik Pol PP yang menjadi kewen angan pemerintah pusat
dan pe merintah daerah  dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 44

(1) Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dan Kode Etik
Pol PP provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada
anggaran pendapa tan dan belanja daerah provinsi dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .

(2) Pendanaan pelaksana an pembinaan dan pengawasan
SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pas al 43 dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara dan  anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupat en/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
BAB | X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perkada
mengenai  petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota harus menyesuaikan paling lama 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perkada
mengenai petunjuk te knis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota  sebagaima na dimaksud dalam Pasal 4 ayat
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(1) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Menteriini  diundangkan

Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705) , dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 48
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERI AN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

SOP SATPOL PP, FORMAT PEMBENTUKAN MKE POL PP, FORMAT BERITA
ACARA PEMERIKSAAN, FORMAT SURAT PEMANGGILAN MKE POL PP,
FORMAT TATA CARA PERSIDANGAN MKE POL PP, FORMAT KEPUTUSAN MKE
POL PP, FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SANKSI, FORMAT BERITA ACARA
PELAKSANAAN SANKSI

L. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan
tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban
umum dan Kketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas Satpol PP tersebut sangat
dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan aparatur sipil negara
lainnya, masyarakat, maupun pihak lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas Satpol PP yang
dilakukan secara baik dan benar, diperlukan pedoman pelaksanaan
tugas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebagai
petunjuk tertulis mengenai prosedur dalam rangka menegakkan Perda
dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat. Berpedoman pada pedoman tersebut diharapkan
pelaksanaan tugas Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur standar operasional
prosedur Satpol PP.

Anggota Satpol PP juga harus mampu menjaga citra dan marwah
Satpol PP ketika berinteraksi dengan berbagai pihak dalam
pelaksanaan tugasnya melalui sikap, perilaku dan perbuatan yang
baik dan benar. Untuk itu diperlukan pedoman norma atau aturan
moral secara tertulis dalam pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung
jawab serta kehidupan sehari-hari seorang Pol PP dalam bentuk Kode
Etik Pol PP.

2. Maksud dan Tujuan

Pengaturan SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP dalam Peraturan

Menteri ini dimaksudkan untuk:

1. memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;

2. mendukung peningkatan integritas, kualitas, profesionalitas dan
akuntabilitas kinerja anggota Satpol PP; dan

3. meningkatkan kualitas pelayanan dalam penegakan Perda dan
Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat oleh Satpol PP.
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Tujuan diaturnya SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP dalam Peraturan
Menteri ini yaitu untuk:

1.
2.
3.
4.
5.
6

7

mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;

menjaga martabat dan kehormatan ASN pada Satpol PP;
menciptakan ketertiban dan menjamin akuntabilitas Satpol PP
dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab;
mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;

menciptakan kepastian hukum;

memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan
anggota Satpol PP; dan

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga
masyarakat.

Dasar Hukum

1.
2

3.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan
Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan  Ketertiban Umum dan  Ketenteraman
Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Ketentuan Umum

1.

Mempunyai Landasan Hukum, merupakan setiap kegiatan yang
dilakukan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan  ketertiban umum dan = ketenteraman
masyarakat didukung dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP
sesuai dengan standar operasional prosedur dan tetap
mengedepankan asas kode etik profesi.

Tidak Melanggar HAM, merupakan setiap kegiatan yang
dilakukan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan  ketertiban umum dan = ketenteraman
masyarakat senantiasa dilakukan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dilaksanakan sesuai prosedur, merupakan setiap kegiatan yang
dilakukan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan  ketertibpan umum dan = ketenteraman
masyarakat dilakukan sesuai dengan petunjuk tertulis yang telah
ditetapkan sebagai standar operasional prosedur Satpol PP.
Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun,
merupakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang
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Satpol PP selalu berpedoman kepada standar operasional
prosedur yang Dberlaku sehingga tidak menimbulkan
korban /kerugian pihak manapun.

5. Memahami tugas dan fungsi serta peraturan perundang-
undangan, merupakan setiap anggota Satpol PP dalam penegakan
Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat telah memahami tugas, fungsi, dan
kewenangannya serta mempedomani peraturan tertulis yang
memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum.

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, merupakan
kemampuan setiap anggota Satpol PP dalam menyampaikan
informasi, gagasan ataupun pesan kepada seluruh pihak secara
sopan, mudah dipahami, tidak mengabaikan kepentingan pihak
lain, dan tidak menimbulkan rasa antipati pihak lain.

7. Dilengkapi dengan kendaraan operasional sesuai ketentuan,
merupakan setiap kegiatan yang dilaksanakan anggota Satpol PP
dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menggunakan
kendaraan operasional Satpol PP sesuai kebutuhan sebagaimana
diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Menggunakan perlengkapan operasional sesuai ketentuan,
merupakan setiap kegiatan yang dilaksanakan anggota Satpol PP
dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat senantiasa
dilengkapi dengan perlengkapan operasional Satpol PP sesuai
kebutuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

9. Menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan, merupakan
kewajiban seluruh anggota Pol PP dalam pelaksanaan tugas
tugas, fungsi dan wewenang dengan menggunakan pakaian dinas
Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

10. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait,
merupakan kemampuan dalam melakukan koordinasi dan
komunikasi antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah
daerah  provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul baik instansi vertikal,
horizontal dan instansi pengawas yang ada untuk mendukung
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP.

11. Memiliki kompetensi Pol PP, merupakan Pol PP memiliki
kemampuan dan kapasitas kerja yang dilandasi oleh
keterampilan, pengetahuan serta sikap kerja dalam menjalankan
tugas dan fungsinya dalam penegakan Perda dan Perkada serta
penyelenggaraan  ketertiban umum dan  ketenteraman
masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dengan
mengedepankan Kode Etik Pol PP.

Ruang Lingkup
1. SOP Satpol PP
a) SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini

merupakan SOP Generik (Umum) berdasarkan sifat dan
muatan kegiatannya yang relatif memiliki kesamaan baik
dari kegiatan yang di-SOP-kan maupun dari tahapan
kegiatan dan pelaksananya. Variasi SOP yang ada hanya
disebabkan perbedaan lokasi SOP itu diterapkan.
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Format SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri
ini adalah format tahapan berurutan (Hierarchical Steps),
dimana langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan
kedalam sub-sub langkah secara terperinci.

Petunjuk teknis dari SOP Satpol PP yang diatur dalam
Peraturan Menteri Ini ditetapkan oleh pemerintah daerah
melalui Perkada. Petunjuk teknis tersebut merupakan
penjabaran secara lebih rinci dari setiap tahapan SOP Satpol
PP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Penjabaran secara rinci tersebut termasuk dalam hal
penerapan format SOP Administrasi Pemerintahan
menggunakan format Diagram Alir Bercabang (Branching
Flowcharts) sesuai ketentuan Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan, ataupun penyusunan SOP
pendukung yang sifatnya sifatnya lebih teknis, mikro, final
dan/atau spesifik.

Ruang lingkup SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini secara umum meliputi: SOP pada Satpol PP,
ruang lingkup masing-masing SOP, ketentuan umum, uraian
prosedur meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan
pelaporan, keterkaitan dengan SOP lain, serta kendaraan
dan perlengkapan operasional.

2. Kode Etik Pol PP
Ruang lingkup Kode Etik Pol PP yang diatur dalam Peraturan
Menteri ini secara umum meliputi: ketentuan umum, Kode Etik
Pol PP, masing-masing etika profesi yang harus dipedomani
anggota Pol PP, Majelis Kode Etik, tahapan di dalam ketentuan
yang diatur terkait MKE Pol PP mulai dari persiapan, pemanggilan
saksi, pengambilan keputusan hingga penetapan sanksi serta
hal-hal terkait lainnya yang diatur di dalam Peraturan Menteri ini.

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

A. Penegakan Peraturan Daerah Nonyustisial
1. Ruang Lingkup:

a.
b.

c.
2. Urai

Melakukan pengarahan kepada masyarakat, kelompok dan
badan hukum yang melanggar Perda;

Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada
masyarakat, kelompok dan badan Hukum; dan

Prefentif nonyustisial.

an Prosedur:

Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.

a.

Persiapan

Tahap persiapan antara lain:

1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan rencana
anggaran biaya;

2) Penyusunan tahapan penegakan Perda dan jadwal
kegiatan;

3) Pengidentifikasian pelanggar Perda;

4) Penerbitan Surat Perintah Tugas, dan

5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi
terkait serta aparat keamanan.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan antara lain melakukan pengarahan,
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pembinaan dan/atau sosialisasi, serta penindakan
nonyustisial.

1)

2)

3)

Pengarahan

Pengarahan diberikan kepada masyarakat, kelompok,

dan badan hukum agar mentaati dan mematuhi Perda.

Pembinaan dan/atau Sosialisasi.

Pembinaan dan/atau sosialisasi dilakukan dengan cara

pendekatan kepada masyarakat, kelompok, dan badan

hukum yang melanggar Perda. Pembinaan dan/atau
sosialisasi dilakukan melalui:

a) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara
mendatangi masyarakat, kelompok, dan badan
hukum yang melanggar Perda untuk diberitahu
serta diberikan pengarahan dan pembinaan arti
pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap
Perda; dan/atau

b) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara
mengundang/mengumpulkan masyarakat,
kelompok, dan badan hukum yang melanggar
Perda untuk diberikan pengarahan dan pembinaan
terhadap arti pentingnya kesadaran dan
kepatuhan terhadap Perda.

Penindakan Nonyustisial

Penindakan nonyustisial dilakukan oleh Satpol PP

dalam rangka pencegahan /preventif dengan cara:

a) Terhadap masyarakat, kelompok, dan badan
hukum yang melakukan pelanggaran Perda
diwajibkan untuk menanda tangani Surat
Pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan
mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
penandatanganan Surat Pernyataan. Selama masa
tersebut, Satpol PP melakukan pengawasan
terhadap kepatuhan masyarakat, kelompok, dan
badan hukum terhadap pelaksanaan Surat
Pernyataan;

b) Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum
tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat
Pernyataan, maka Satpol PP akan memberikan:

(1) Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang
waktu 3 (tiga) hari.

(2) Surat Peringatan Kedua, dengan tenggang
waktu 2 (dua) hari.

(3) Surat Peringatan Ketiga, dengan tenggang
waktu 1 (satu) hari.

c) Masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang
tidak melaksanakan dan/atau mengingkari Surat
Peringatan tersebut, Satpol PP menerapkan sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d) Satpol PP sebelum menerapkan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf c¢ dapat
melakukan koordinasi dengan Biro/Bagian Hukum
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
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c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan
Perda nonyustisial selesai. Proses pelaporan dilakukan
melalui pengarsipan/pendokumentasian berkas serta
membuat laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh
kepala Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah.
Laporan yang telah ditandatangani kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol
PP.

Keterkaitan

SOP Penegakan Perda Nonyustisial terkait dengan SOP Penegakan

Perda Yustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP Pembinaan dan

Penyuluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban.

Kendaraan dan Perlengkapan Operasional

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan Peraturan Daerah Yustisial

1.

Ruang Lingkup:
Ruang lingkup penegakan Perda yustisial pada prinsipnya sama
dengan penegakan Perda nonyustisial dengan penambahan
lingkup penindakan yustisial oleh PPNS.
Uraian Prosedur:
Prosedur penegakan Perda yustisial pada prinsipnya sama
dengan penegakan Perda nonyustisial dengan penambahan
prosedur pada saat dilakukan penindakan yustisial yang
dilakukan oleh PPNS pada tahap pelaksanaannya. Penindakan
yustisial dilakukan apabila masyarakat, kelompok, dan badan
hukum tetap tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat
Pernyataan maupun Surat Peringatan dan Satpol PP telah
melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai
peraturan perundang undangan yang berlaku.
a. Persiapan
Tahap persiapan antara lain:
1) Penyusunan tahapan penegakan Perda yustisial dan
jadwal kegiatan;
2) Pengidentifikasian pelanggar Perda;
3) Penerbitan Surat Perintah Tugas, dan
4) Pembentukan tim terpadu (Satpol PP, perangkat daerah
pengampu Peraturan Daerah, kepolisian selaku korwas
PPNS, kejaksanaan, pengadilan).
b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan antara meliputi penyelidikan,
penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, serta proses
persidangan.
1) Penyelidikan
a) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 257
Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-
undang) memiliki kewenangan untuk melakukan
penyelidikan dalam rangkaian proses penyidikan

yang dilakukan;
b) PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran
Perda (Trantibum) dapat menggunakan

kewenangan pengawasan dan atau pengamatan
untuk menemukan pelanggaran pidana dalam



2)

3)

4)
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lingkup undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya (peraturan daerah);

c) Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan
kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta
bantuan penyelidik Polri.

Penyidikan

a) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa
suatu  peristiwa yang terjadi merupakan
pelanggaran Perda yang termasuk dalam lingkup
tugas dan wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya dalam
wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan Perda
dapat diketahui dari laporan yang diterima dari
setiap orang maupun petugas, tertangkap tangan
oleh masyarakat, maupun diketahui langsung oleh
PPNS;

b) Dalam hal terjadi pelanggaran Perda baik melalui
laporan, tertangkap tangan atau diketahui
langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk
laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor
dan PPNS yang bersangkutan;

c) Dalam hal tertangkap tangan, setiap anggota
Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:

(1) Tindakan pertama di tempat kejadian
perkara;

(2) Tindakan yang diperlukan sesuai
kewenangan yang ditetapkan di dalam
undang-undang yang menjadi dasar hukum
Satpol PP dan PPNS yang bersangkutan.

d) Setelah dilakukan tindakan tersebut, selanjutnya
PPNS melakukan proses penyidikan dan
berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai
dengan bidang, jenis pelanggaran Perda.

Pemeriksaan

a) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh
PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak
boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang
bukan penyidik;

b) Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS
terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah
melakukan pelanggaran Perda serta bersedia dan
menaati untuk melaksanakan ketentuan Perda
tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang
dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak
pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui
kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan
membuat Surat Pernyataan.

Pemanggilan

a) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan
ketentuan KUHAP  sepanjang menyangkut
pemanggilan;

b) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai
dengan kewenangan yang ditetapkan dalam
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
masing-masing (peraturan daerah);

c) Yang berwenang menandatangani surat panggilan
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pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP;

d) Dalam hal kepala Satpol PP adalah PPNS, maka
penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh
Kepala Satpol PP selaku penyidik;

e) Dalam hal kepala Satpol PP bukan PPNS, maka
surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Satpol
PP dan diketahui oleh kepala Satpol PP;

f) Dalam surat panggilan diwajibkan agar yang
bersangkutan memenuhi panggilan tersebut
(kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam
dengan Pasal 216 KUHAP).

5) Proses persidangan

Dalam melaksanakan penegakan Perda yustisial

dibentuk tim terpadu terdiri dari Satpol PP, perangkat

daerah pengampu Peraturan Daerah, dibantu
kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan
untuk melakukan:

a) Sidang ditempat terhadap para pelanggar Perda;

b) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar
Perda dan selanjutnya diserahkan kepada
kejaksaan;

c) Koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan
kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk
melaksanakan persidangan terhadap para
pelanggar Perda di kantor pengadilan atau kantor
Satpol PP.

c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan
Perda yustisial selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui
pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat
laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah.
Laporan yang telah ditandatangani kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol
PP.

Keterkaitan

SOP Penegakan Perda Yustisial terkait dengan SOP Penegakan

Perda Nonyustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP Pembinaan dan

Penyuluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban.

Kendaraan dan Perlengkapan Operasional

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan Peraturan Kepala Daerah

I

Ruang Lingkup:

Ruang lingkup penegakan Perkada pada prinsipnya memuat
kesamaan dengan penegakan Perda nonyustisial. Hanya, pada
saat masyarakat, kelompok, dan badan hukum tidak mematuhi
Surat Pernyataan yang telah ditandatangani serta tidak
mengindahkan Surat Peringatan sesuai waktu yang ditentukan,
Satpol PP melakukan penindakan langsung terhadap
pelanggaran Perkada dengan memberikan sanksi administratif.
Tahapannya:

a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat, kelompok, dan

badan hukum yang melanggar Perkada;

b. Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada
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masyarakat, kelompok, dan badan Hukum;
c. Prefentif nonyustisial; dan
d. Pemberian sanksi administratif.
Uraian Prosedur:
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.
a. Persiapan
Tahap persiapan antara lain:
1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan rencana
anggaran biaya;
2) Penyusunan tahapan penegakan Perkada dan jadwal
kegiatan;
3) Pengidentifikasian pelanggar Perkada;
4) Penerbitan Surat Perintah Tugas; dan
5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi
dan aparat keamanan terkait.
b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan antara lain melakukan pengarahan,
pembinaan dan/atau sosialisasi, serta penindakan
nonyustisial.
1) Pengarahan

Pengarahan diberikan kepada masyarakat, kelompok,

dan badan hukum agar menaati dan mematuhi

Perkada.

2) Pembinaan dan/atau Sosialisasi

Pembinaan dan/atau sosialisasi dilakukan dengan cara

pendekatan kepada masyarakat, kelompok, dan badan

hukum yang melanggar Perkada. Pembinaan dan/atau
sosialisasi dilakukan melalui:

a) Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara
mendatangi masyarakat, kelompok, dan badan
hukum yang melanggar Perkada untuk diberitahu
serta diberikan pengarahan dan pembinaan arti
pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap
Perkada; dan/atau

b) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara
mengundang/mengumpulkan masyarakat,
kelompok, dan badan hukum yang melanggar
Perkada untuk diberikan pengarahan dan
pembinaan terhadap arti pentingnya kesadaran
dan kepatuhan terhadap Perkada.

3) Penindakan Nonyustisial

Penindakan nonyustisial dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dalam rangka pencegahan/preventif

dengan cara:

a) Terhadap masyarakat, kelompok, dan badan
hukum yang melakukan pelanggaran Perkada
diwajibkan untuk menanda tangani Surat
Pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan
mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perkada
dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
penandatanganan Surat Pernyataan. Selama masa
tersebut, Satpol PP melakukan pengawasan
terhadap kepatuhan masyarakat, kelompok, dan
badan hukum terhadap pelaksanaan Surat
Pernyataan;
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b) Apabila masyarakat dan badan hukum tidak
melaksanakan dan atau mengingkari Surat
Pernyataan, maka Satpol PP akan memberikan:
(1) Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang
waktu 3 (tiga) hari.
(2) Surat Peringatan Kedua, dengan tenggang
waktu 2 (dua) hari.
(3) Surat Peringatan Ketiga, dengan tenggang
waktu 1 (satu) hari.
c) Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum
tetap tidak melaksanakan dan atau mengingkari
Surat Peringatan tersebut, Satpol PP melakukan
proses sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.
c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan
Perkada selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui
pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat
laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol
PP.
Keterkaitan
SOP Penegakan Perkada terkait dengan SOP Penegakan Perda
nonyustisial dan Yustisial, SOP Pembinaan dan Penyuluhan, SOP
Patroli, dan SOP Penertiban.
Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Deteksi Dini Dan Cegah Dini

1.

Ruang Lingkup:
Deteksi dini: pengumpulan bahan keterangan secara langsung
maupun tidak langsung tentang suatu persoalan gangguan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila
persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui
terlebih dahulu.
Cegah Dini: kegiatan secara langsung maupun tidak langsung
untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai
mempengaruhi sistem yang sudah ada.
Uraian Prosedur:
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.
a. Persiapan
Tahap persiapan deteksi dini dan cegah dini antara lain:
1) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan
dilakukan deteksi dini dan cegah dini;
2) Penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini dan
cegah dini;
3) Melakukan survei lapangan;
4) Penyiapan administrasi pelaksanaan (SPT, dan
sebagainya); dan
5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi
terkait serta aparat keamanan.
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b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini antara lain
melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian dan
pengumpulan bahan keterangan; serta melaksanakan
tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.
Tahap pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini dapat
melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen
masyarakat.

c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan deteksi dini
dan cegah dini selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui
pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat
laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. Terhadap
kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat
secara langsung secara berjenjang.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol
PP.

3. Keterkaitan

SOP Deteksi dan Cegah Dini terkait dengan SOP Penegakan Perda

Nonyustisial dan Yustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP

Pembinaan dan Penyuluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban.

4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pembinaan Dan Penyuluhan

1. Ruang Lingkup:
Pembinaan: proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan,
dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan
kepatuhan masyarakat, kelompok, dan badan hukum terhadap
Perda dan/atau Perkada.
Penyuluhan: kegiatan memberikan informasi kepada masyarakat,
kelompok, dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu
menjadi tahu wuntuk meningkatkan kesadaran terhadap
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2.  Uraian Prosedur:
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.
a. Persiapan

Tahap persiapan pembinaan dan penyuluhan antara lain:

1) Penetapan sasaran (masyarakat, kelompok, badan
hukum), waktu (bulanan, triwulan, semester dan
tahunan), dan obyek yang akan diberikan pembinaan
dan penyuluhan;

2) Penetapan tempat (formal dan informal sesuai kondisi
lapangan), bentuk dan metode pembinaan dan
penyuluhan (formal dan informal);

3) Survey lapangan;

4) Penyiapan administrasi pelaksanaan (SPT, materi; dan
sebagainya); dan

5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi
terkait dan aparat keamanan.
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Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan pembinaan:

1)

2)

3)

a)

b)

d)

e)

Mengunjungi atau mengundang/memanggil
masyarakat, kelompok maupun badan hukum
secara formal untuk memberikan arahan dan
himbauan pentingnya ketaatan terhadap Perda
dan/atau Perkada serta produk hukum lainnya
serta pelanggaran yang dilakukan mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
secara umum.

Pada saat pertemuan, disampaikan maksud dan
tujuannya secara sopan, jelas, bahasa yang mudah
dimengerti. Pada saat menyampaikan panggilan
resmi maupun surat teguran, setelah ditanda
tangani oleh penerima, surat panggilan maupun
surat teguran satu diserahkan kepada si penerima
dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan
pengecekan;

Pembinaan yang dilakukan melalui forum
disesuaikan dengan maksud dan tujuan
pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen
atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.

Selama proses pembinaan dilaksanakan, pelanggar
Perda dan/atau Perkada serta produk hukum
lainnya diwajibkan untuk menandatangani Surat
Pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran
dikemudian hari. Apabila terjadi pelanggaran maka
Satpol PP berhak melakukan penertiban; dan
Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan
kewenangan dengan mengacu pada standar
operasional prosedur penertiban.

Tahap pelaksanaan penyuluhan:

a)

b)

Mendatangi tempat-tempat yang telah
direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum
dengan maksud tujuan menyampaikan materi
penyuluhan bidang ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat.

Penyuluhan dilakukan dengan sopan, jelas, bahasa
yang mudah dimengerti dan dengan prinsip saling
asah, asih dan asuh diantara anggota Satpol PP
dengan dengan masyarakat, kelompok, dan badan
hukum tanpa mengabaikan kepentingan masing-
masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan
kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan/atau
Perkada serta produk hukum lainnya.

Selain secara formal, secara informal seluruh
anggota Satpol PP mempunyai kewajiban moral
untuk menyampaikan informasi dan himbauan
terkait dengan Perda dan/atau Perkada serta
produk hukum lainnya kepada masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan juga dapat
dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas
umum yaitu:

a)

b)

Media Massa dan Media Elektronik seperti radio
dan televisi.
Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW,
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desa/Kelurahan dan Kecamatan.

c) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang
khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan
informasi kepada masyarakat seperti Tim
Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang
membawa misi pemerintahan daerah dalam
memelihara ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan,
anggota Satpol PP juga harus mendengar keluhan dan
permasalahan masyarakat, kelompok, dan badan
hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan Perda,
Perkada dan produk hukum lainnya dengan cara:

a) Mendengarkan keluhan masyarakat, kelompok,
dan badan hukum dengan seksama;

b) Jangan memotong pembicaraan orang;

c) Menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap
permasalahannya;

d) Jangan langsung menyalahkan
ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat,
kelompok, dan badan hukum; serta

e) Menjadi pembicara yang baik.

5) Setelah mendengar keluhan, yang harus dilakukan
anggota Satpol PP:

a) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan
tujuan kedatangannya.

b) Menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan
telah melanggar Perda dan/atau Perkada dan
produk hukum lainnya. Jika tidak cukup waktu
maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat
panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor
Satpol PP untuk meminta keterangan atas
perbuatan yang dilakukan dan diberikan
pembinaan dan penyuluhan lanjutan

c) Berani menegur masyarakat, kelompok, maupun
badan hukum termasuk aparat pemerintah lainnya
yang tertangkap tangan melakukan tindakan
pelanggaran Ketentuan Perda dan/atau Perkada
atau produk hukum lainnya.

Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan pembinaan

dan penyuluhan selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui

pengarsipan/pendokumentasian berkas serta membuat
laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala

Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. Terhadap

kejadian yang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat

secara langsung secara berjenjang.

Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP

disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol

PP.
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3. Keterkaitan
SOP Pembinaan dan Penyuluhan terkait dengan SOP Penegakan
Perda Yustisial dan Nonyustisial, SOP Penegakan Perkada, dan
SOP Penertiban.

4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Patroli

1. Ruang Lingkup:
Kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara mendatangi,
menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan
melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang
diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata di lokasi atau
tempat-tempat yang dianggap rawan, antar batas wilayah,
maupun tempat keramaian/hiburan.

2.  Uraian Prosedur:

Prosedur patroli dilaksanakan melalui tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
a. Persiapan
Tahap persiapan antara lain:
1) Penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan
dilakukan patroli;
2) Penetapan tempat dan bentuk patroli;
3) Penyiapan administrasi pelaksanaan;
4) Pemeriksaan semua perlengkapan sesuai ketentuan
dan petunjuk yang diberikan pimpinan; dan
5) Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi
terkait serta aparat keamanan.
Dalam tahap persiapan, sudah dilakukan identifikasi
pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan patroli antara lain meliputi:
1) Patroli yang dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah

a) Patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan
tercatat;

b) Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti,
dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus
didengar dan dilihat, agar dapat diambil
kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;

c) Setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan
dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;

d) Patroli dilakukan dengan sistem:

(1) Patroli blok, yaitu patroli dilakukan dengan
berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya
terhadap tempat yang dianggap rawan
tehadap ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, dengan ketentuan:

(a) Tugas patroli dimulai sejak keluar dari
kantor;

(b) Dilakukan minimal 2 (dua) orang;

(c) Usahakan wuntuk mengenal daerah
patroli;

(d) Perhatian harus ditujukan kepada hal-
hal yang menyangkut dengan Peraturan
Pemerintah Daerah serta dicatat untuk
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dilaporkan kepada pimpinan;

(¢) Dalam hal tertentu diwajibkan untuk
bertindak segera, yaitu dalam hal
pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K3), terjadinya kebakaran,
mamupun bencana alam;

() Walaupun setiap patroli
dituntut/diharuskan untuk berani
mengambil prakarsa sendiri dalam
melaksanakan tugasnya, akan tetapi
tindakannya itu harus didasarkan
kepada norma-norma dan peraturan
yang berlaku.

(2) Patroli kawasan, yaitu patroli dilakukan
dengan kendaraan bermotor dan sarana
transportasi lainnya karena daerahnya lebih
luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan
melakukan kontrol dan pengecekan terhadap
segala sesuatu yang berhubungan dengan
ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, dengan ketentuan:

(a) Ketentuan untuk patroli blok berlaku
pula bagi patroli kawasan;

(b) Patroli kendaraan bermotor dilakukan
dengan sepeda motor dan/atau
kendaraan mobil;

(c) Mentaati peraturan lalu lintas;

(d) Menjalankan kendaraan dengan
kecepatan yang semestinya;

() Jangan membunyikan klakson/sirine
jika tidak sangat perlu sekali;

() Jangan menggunakan sorotan-sorotan
lampu yang berlebihan pada malam hari;

(g) Jika ditemui suatu kejadian atau
penyimpangan terhadap Peraturan
Daerah (seperti bangunan liar, pedagang
berjualan tidak pada tempatnya, tempat
usaha yang menggganggu lingkungan/
ketertiban umum = maupun  tidak
mempunyai surat izin usaha tempat
usaha, dan lainnya yang bersifat
mengganggu ketertiban umum) segera
ambil langkah-langkah atau tindakan
pertama berupa penyuluhan, teguran
dan peringatan, kemudian dicatat dan
dilaporkan pimpinan;

(h) Memperhatikan segala sesuatu yang
berhubungan dengan penyakit
masyarakat seperti
gelandangan/pengemis jalanan yang
meminta-minta uang kepada pengendara
kendaraan bermotor, pekerja seks
komersial dijalan pada malam hari,
tempat-tempat/orang-orang yang
menjual minuman keras secara terbuka
dan lainnya.
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